
INSTRUKSI PRESIDEN RE:PUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAI'UN 2009 

TENTANG 

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF 

PRESIDEN REPUBL1:K INDONESIA, 

Dalam rangka keterpaduan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dengan 

ini menginstruksikan: 

Kepada : 1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

Menteri Kwrclinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 

Menteri Perdagangan; 

Menteri Perintlustrian; 

Menteri Keua~zgan; 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; 

Menteri Perta~zian; 

Menteri Komtinikasi dan Informatika; 

Menteri Kebutlayaan dan Pariwisata; 

Menteri Pendidikan Nasional; 

Menteri Luar .Negeri; 

Menteri Dalarn Negeri; 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

Menteri Pekerjaan IJmum; 

Menteri Kehu tanan; 

1 6. Menteri ... 



Menteri Kelaintan dan Perikanan; 

Menteri Ene~gi dan Sumber Daya Mineral; 

Menteri Perhubungan; 

Menteri Piegara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah; 

Menteri Negara Riset dan Teknologi; 

Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 

Menteri Negcira Lingkungan Hidup; 

Kepala Badar~ Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 

Kepala Badari Koordinasi Penanaman Modal; 

Kepala Lernbaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; 

Kepala Badarl Standardisasi Nasional; 

Seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota. 

Untuk 

PERTAMA : Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 

2009-20 1 5, yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan 

pada kreativitas, keterimpilan, dan b a h t  individu untuk 

menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai 

ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat 

Indonesia, dengan sasaran, arah, dan strategi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. 

KEDUA . .. 
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KEDUA : Dalam rangka melaksanah~n DIKTUM PERTAMA, rnengutamakan 

Pengembangan Ekonomi fieatif sebagai berikut: 

I. periklanan; 

2. arsitektur; 

3. pasar seni dan barang izntik; 

4. keraj inan; 

5. desain; 

6. fashion (mode) ; 

7. film, video, dan fotogra.fi; 

8. perrnainan interaktif; 

9. musik; 

10. seni pertunjukan; 

1 I. penerbitan dan percetakan; 

12. layanan komputer dan piranti lunak; 

13. radio dan televisi; dan 

1 4. riset dan pengembangan. 

KETIGA Dalam rangka melaksanakan DIKTUM PERTAMA (dan DIKTUM 

KEDUA: 

I. masing-masing Menteri, Kepala Lembaga Perrierintah Non 

Departernen, Gubernuir, Bupati/Walikota menyusun dan 

rnelaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif; 

dan 

2. bersama-sama menyukseskan program Tahun Indonesia Kreatif 

2009. 

KEEMPAT . . . 
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KEEMPAT : 1. Dalam rangka melaksa~nakan DIKTUM KETIGA membentuk Tim 

Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif yang beriugas 

melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Rencana 

Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2009-2015 dan 

pelaksanaan program Tahun Indonesia Kreatif 2009, dengan 

susunan keanggotaz~n Menteri Koordinator Bidang 

Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua, Menteri Koordinator 

Bidang Perekonornia n sebagai Wakil Ketua, Menteri 

Perdagangan sebagai Pelaksana Harian I dan Menteri 

Perindustrian sebagai I'elaksana Harian 11, serta beranggotakan 

pejabat Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, 

instansi terkait lainnya, dan para pakar, sesuai kebutuhan, yang 

ditetapkan lebih la.njut oleh Ketua Tim Koordinasi 

Pengembangan Ekononzi Kreatif. 

2. Dalam pelaksanaan h~gasnya Tim Koordinasi Pengembangan 

Ekonomi Kreatif sebagizirnana dimaksud pada angka 1 dibantu 

oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja. 

3. Susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sekretariat dan 

Kelompok Kerja sebagaimana dirnaksud pada angka 2, diatur 

lebih lanjut oleh Ketua Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi 

Kreatif. 

KELIMA : Melaporkan hasil pelabranaan Instruksi Presiden ini kepada 

Presiden melalui Menferi Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat setiap 6 (enam) bulan, atau sewaktu-waktu jika diminta 

Presiden. 

KEENAM : Segala biaya yang diperlukran untuk pelaksanaan Instruksi Presiden 

ini dibebankan pada Anysaran Pendapatan dan Belanja Negara 

instansi terkait dan Ang3aran Pendapatan dan Belanja Daerah 

masing -masing. 

KETUJUH ... 
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KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh 

tanggung jawab. 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Dikeluarkan di Jakarta 

pa& tanggal 5 Agustus 2009 

PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA, 

ttd. 

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

D~XTE"@ is Kabinet 
/ 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR : 6TAHUN2009 

TANGGAL : 5 AGUSTUS 2009 

SASARAN, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN EKBNOMI KREATIF TAHUN 2009 - 201 5 

I. Insan kreatif 
dengan poIa pikir 
dan m d e f  kreatif 

A. Peningkatan jumlah 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) kreatif yang 
berkualitas secara 
berkesinambungan dan 
tersebar merata di 
wilayah Indonesia 

1. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk mendukung Menteri Pendidikan Nasional (Koordinator) 
penciptaan insan kreatif Indonesia Menteri Keuangan 

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 
NasionaVKepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional 

2.  Melakukan kajian dan revisi kurikulum pendidikan dan Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
pelatihan agar lebih berorientasi pada pembentukan kreativitas Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
dan kewirausahaan pada anak didik sedini mungkin Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
M-en teri Pedaniar! 

I Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah I 
3. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional yang mendukung 

penciptaan kreativitas dan kewirausahaan pada anak didik 
sedini munglun 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Tenaga Kerja dan Transrnigrasi 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

4. Menciptakan.. . 
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4. Mendorong ... 

Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Perdagangan 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Menteri Pendidikan N a s i d  (koordinator) 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Gubernur, Bupati/ Walikota 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

B. Peningkatan jurnlah dan 
perbaikan kualitas 
lembaga pendidikan 
dan pelatihan formal 
dan informal yang 
mendukung penciptaan 
insan kreatif dalam 
Pengembangan 
Ekonomi Kreatif 

1. Membangun lembaga pendidikan dan pelatihan formal dan 
informal yang terkait dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif, di 
daerah yang berpotensi untuk dikembangkzn sebagai Master 
industri di bidang ekonorni kreatif 

2. Memperbaiki infrastruktur dan kualitas pembelajaran di 
lembaga pendidikan dan pelatihan 

3. Membangun mekanisme kemitraan antara pemerintah, lembaga 
pendidikan, dan pelatihan dengan pelaku usaha untuk 
mengernbangkan pendidikan dan pelatihan berkualitas dalarn 
Pengembangan Ekonorni Kreatif 
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C. Peningkatan 
penghargaan kepada 
insan kreatif oleh 
Pemerintah 

4. Mendorong pihak swasta untuk membangun lembaga 
pendidikan dan pelatihan khususnya yang terkait kebutuhan 
SDM dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berkualitas 
dengan biaya terjangkau 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Keuangan 

5. Menciptakan keterhubungan dan keterpaduan antara lulusan 
pendidikan tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait 
dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang membutuhkan 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi clan Usaha Kecil dan Menengah 

6.  Menciptakan dan menjaga sistem standardisasi mutu pendidikan 
tinggi dan sekolah menengah kejuruan yang terkait dengan 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 

I .  Memberikan dukungan kepada insan kreatif berbakat yang 
mendapat kesempatan di dunia internasional 

Menteri Pendidikan Nasional 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Keuangan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 

2.  Memberikan.. . 
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dan Informatika 

Menteri Negara Riset dan Teknologi 

3. Menyelenggarakan acara dan program yang menggali, Menteri Perdagangan (koordinator) 
mengangkat, dan mempromosikan insan kreatif Indonesia Menteri Kebudayaan clan Pariwisata 

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Perindustrian 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Pertanian 
Menteri Pekerjaan Umum 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Gubernur, Bupati/ Walikota 

4. Menciptakan profil profesi dan standar kompetensi bagi para Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (koordinator) 
pelaku dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 

Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 

5. Memberikan ... 
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D. Peningkatan jumlah 
wirausahawan kreatif 
sebagai lokomotif 
industri di bidang 
ekonorni kreatif 

5. Memberikan apresiasi/penghargaan kepada insan kreatif secara 
berkesinambungan 

-- - - 

I. Mendukung para wirausahawan kreatif yang membutuhkan 
kemudahan dalarn mernulai dan menjalankan usaha 

2. Mendorong para wirausahawan sukses unhrk berbagi 
pengalaman dan keahlian di institusi pendidikan dasar hingga 
pendidikan tinggi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Menteri Negara Koperasi clan Usaha Kecil dan Menengah 
(koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Perdagangan 
Menteri Perindustrian 
Menteri Keuangan 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Komunikasi dan Infomatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

I Gubernur, Rupati / Walikota 

Menteri Pendidikan Nasional (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Perdagangan 

3. Membangun.. . 

.+ 
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kreatif sebagai wadah pelatihan kewirausahaan Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

E. Penciptaan database dan 
jejaring insan kreatif di 
dalarn maupun di luar 
negeri 

I .  Membangun database dan cerita sukses insan kreatif dan produk 
kreatif Indonesia 

2. Mernfasilitasi pengembangan jejaring dan mendorong kerja 
sama antar insan kreatif Indonesia di dalam dan luar negeri 

Menteri Perdagangan(koon4hator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Pertanian 

Menteri Perdagangan (koodhator) 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Pendidikan Nasional 
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3. Melakukan ... 

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Pertanian 

11. Industri yg unggul 
di pasar dalam 
dan luar negeri, 
dengan peran 
dominan 
wirausahawan 
lokal 

A. Peningkatan daya tarik 
industri di bidang 
ekonomi kreatif 

4. Membangun mekanisme kemitraan antar insan kreatif 
berpengalaman dengan insan kreatif potensial 

I. Memperluas jangkauan distribusi produk kreatif di dalam dan 
luar negeri 

2. Meningkatkan apresiasi pasar terhadap produk kreatif di dalam 
dan luar negeri 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Luar Negeri 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Dalarn Negeri 
Menteri Pertanian 
Menteri Luar Negeri 
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I ! 1 3. Melakukan riset pemasaran produk kreatif di dalam dan luar 

5. Menata dan merevitalisasi regulasi distribusi, regulasi impor- 
ekspor, dan subsidi untuk menjamin nilai tarnbah yang dapat 
dinikrnati dengan adil 

6. Mendorong penegakan hukum atas penyelundupan, impor 
illegal, pembajakan serta pelanggaran atas Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Pertanian 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

AAnn+e& P ~ ~ w & o o n c r a n  &g,"C$&ns+(?r) ..*"I..C"I.I I "I *-.A*-. \ 

Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Kepala Badan Standardisasi Nasional 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Keuangan 
Menteri Pertanian 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Keuangan 
Menteri Pertanian 

7. Menciptaka~ 



B. Peningkatan efisiensi 
serta produktivitas 
industri untuk 
meningkatkan 
keunggulan komparatif 
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7. Menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dart adil untuk 
menjamin setiap pelaku usaha di bidang ekonomi kreatif 
memiliki akses pasar yang sama 

1. Melakukan penataan industri pendukung terhadap industri di 
bidang ekonomi kreatif 

2.  Mengembangkan infrastntktur transportasi dan infrastruktur 
telekomunikasi untuk memperluas jangkauan produk kreatif 

3. Memberikan insentif ekspor produk kreatif 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menteri Pertanian 
Gubernur, Bupati/ Walikota 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Kehutanan 
Menteri Pertanian 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Menteri Negara Koperasi clan Usaha Kecil dan Menengah 
Menteri Kelautan dan Perikanan 
Menteri Pendidikan Nasional 

Menteri Pekeljaan Umum (koordinator) 
Menteri Perhubungan 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Perdagartgan 
Menteri Pertanian 
~ e n t e r i  Negara Baiian Usaha iviiiik Negara 

Menteri Kewgan (koordimtox) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 

I 

4. Memberikan.. . 
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C. Peningkatan inovasi 
bermuatan lokal, untuk 
menciptakan 
keunggulan kompetitif 

4. Memberikan insentif untuk irnpor bahan baku produk kreatif 

5. Melakukan penataan sebaran industri yang mendukung 
penciptaan klaster industri dan koridor ekonomi kreatif 

1. Mengembangkan sentra desain produk kreatif 

2. Meningkatkan riset sosial-ekonomi, sejarah, budaya, dan seni 

Menteri Keuangan (koordinafor) 
Men teri Perdagangan 
Menteri Pertanian 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 
ivienteri iu'egara Koperasi dark Usaha Kecif hi ?vIfiieii@i 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Menteri Perindustrian hcdinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilrnu Pengetahuan Indonesia 

3. Melakukan ... 



PRESIDEN 
REPU BLlK INDONESIA 

- 11 - 

3. Melakukan sosialisasi tentang pasar, desain, hasil penelitian, dan 
perkembangan teknologi yang terkait dengan pengembangan 
industri di bidang ekonomi kreatif 

Menteri Perciagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Komunikasi clan Inforrnatika 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

111. Teknologi yang 
mendukung 
penciptaan 
kreasi dan 
terjangkau oleh 
masyarakat 
Indonesia 

A. Pembentukan basis- 
basis teknologi 
pendukung industri di 
bidang ekonorni kreatif 
menuju Master 
teknologi 

1. Membuat prioritas basis pendukung teknologi informasi dan 
komunikasi bagi industri di bidang ekonomi kreatif 

2. Memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi antar industri, lembaga 
riset pemerintah, dan pendidikan tinggi secara intensif 

3. ~Mengoptimdisasi'mn lembaga riset perneriabh uniuk 
mengembangkan teknologi yang mendukung pengembangan 
industri di bidang ekonorni kreatif 

Menteri Komunikasi dan Informatika (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 

Menteri P e n d i h  Nasional (koordinator) 
Menteri Pertanian 
Menteri Perindustrian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Itienferi Negasra &set darz Tdmologi C~mrdinaarj 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Kepala Badan Pengkajian clan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
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Menteri Pertanian 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lernbaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset clan Teknologi 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Kepala Badan Koorclinasi Penanaman Modal 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

2. Menjal in... 

< - .  
> -, . 

, ,LJ . 
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2. Menjalin kernitraan yang saling menguntungkan dengan negara 
yang memiliki teknologi kreatif yang sudah maju 

3. Mengembangkan pengelolaan sertifikasi atas teknologi di bidang 
ekonomi kreatif 

' 4. MefigifikiiiidFhii hija ~ a m a  riset dan tekn~iogi multidisiplin 

I antar institusi pendidikan di bidang ekonomi kreatif 

Menteri Negara Riset dan Teknologi (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Menteri Negara Riset dan Teknologi (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Komtlnlkasi dan Informatika 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Menteri Pertanian 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilrnu Pengetahuan Indonesia 
Kepala Badan Standardisasi Nasional 

Menkri Penciicihn lijasionai C i n k a b r j  
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Menteri Pertanian 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

5. Melaksanakan ... 
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Menteri Pertanian 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil clan Menengah 

teknologi pendukung i dan Informatika 
ekonomi kreatif 

Menteri Pendidikan 

IV. Pemanfaatan ... 



IV. Pemanfaatan 
bahan baku dalam 
negeri secara 
efektif bagi 
industri di bidang 
ekonomi kreatif 

A. Peningkatan 
kemampuan SDM untuk 
mernanfaatkan b&an 
baku yang berasal dari 
alam 

1. Melakukan intensifikasi pelatihan teknologi pengolahan material 
tepat guna dan ramah lingkungan 

2. Menjalin kemitraan strategis dengan negara yang sudah maju 
pada teknologi pengolahan 

5. -Melah~kcn intensificsi kerja sama !em.b~gz pmerintzh/swzsta 
dengan industri di bidang ekonomi kreatif khususnya dalam 
pemanfaatan bahan baku alternatif 

Menteri Perindusfrian (koordinator) 
Menteri Pekerjaan Umum 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
rr ...- 1- T -.-- 1 ---- TT ----- n L-1 T--J -.--- :.. n~yala uzlrwasa i l r  uu r GI L~GL~ILULUI llluullcala 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

I 

Mer?ieri Pen>.d&&n &mfih!ter) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

B. Peningkatan ... 
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' B. Peningkatan apresiasi 
dan promosi sadar 
lingkungan pada 
industri di bidang 
ekonomi kreatif yang 
menggunakan bahan 
baku alam 

1. Mengkampanyekan penggunaan sumber daya alam terbarukan 
dan ramah lingkungan 

2. Mengkarnpanyekan pengembangan produk kreatif yang 
berorientasi pada penghematan sumber daya dan ramah 
lingkungan 

C. Pembentukan basis- 
basis teknologi 
penghasil bahan baku 
pendukung Industri di 
bidang ekonorni kreatif 

1. Mendorong penelitian yang terkait dengan bahan baku surnber 
daya alam yang terbarukan dan ramah lingkungan dengan 
memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara industri, lembaga 
riset pemerintah, dan pendidikan tinggi 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Kehutanan 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
h 4 0 ~ 4 0 4  X l ~ n n w n  T ; ~ n l n ~ n n o ~  U;rh>n 
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Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Kehutanan 
Menteri Negara Lingkungan Hidup 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Riset dan Teknologi 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Kepala Badan Pengkajian clan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

2. Mendukung ... 
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D. Penciptaan U m  
kondusif untuk menjaga 
ketersediaan pasokan 
bahan baku yang 
dibutuhkan oleh 
industri di bidang 
ekonomi kreatif 

2.  Mendukung riset untuk mengembangkan material alternatif 
yang berciri khas Indonesia sebagai bahan baku industri di 
bidang ekonomi kreatif 

3. Menentukan prioritas riset keanekaragaman hayati Indonesia 
yiiiig beryor~iensi uniuk dipai-enkan 

4. Memberikan bantuan dukungan teknologi pengolahan bahan 
baku industri di bidang ekonomi kreatif 

Menteri Negara Riset dan Teknologi (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 
Menteri Pendidikan Nasional 
Kepala Badan Pengkajian clan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilrnu Pengetahuan Indonesia 

Menteri Negara Riset dan Teknologi (koordinator) 
Menteri Perindustnan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Menteri Perindustrh (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil clan Menengah 

I. Mengevaluasi kebijakan ehpor komoditi hayati yang merupakan 
bahan baku utama bagi industri di bidang ekonorni kreatif 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Pertanian 
Menteri Perindustrian 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menteri Keuangan 
Menteri Kehutanan 
Menteri Pertanian 

2. Membuat ... 
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V. Masyarakat yang 
menghargai HKI 
dan meng- 
konsumsi produk 
kreatif lokal 

2. Membuat peraturan perdagangan kornoditi hayati yang 
dibutuhkan oleh industri di bidang ekonomi kreatif yang adil 
bagi para pemangku kepentingan 

I 
3. Melakukan koordinasi secara aktif untuk mengawasi 

nnmn*4nn+o* "..-Lou An.- "1"- -nu--el..,- L.rln., ,A ,̂ 
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penyelundupan dan pencurian kornoditi hayati yang rnerupakan 
bahan baku utama bagi industri di bidang ekonomi kreatif 

2. Mendorong pemberantasan praktek pembajakan produk kreatif 

A. Penciptaan pengharga- 
an terhadap HKI dan 
sosialisasi pentingnya 
HKI 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menteri Perindustrian 
Menteri Keuangan 
Menteri Kehutanan 
Menteri Pertanian 

I. Mengkampanyekan pentingnya kreativitas dan HKI sebagai 
modal utama keunggulan bersaing dalam era ekonorni kreatif 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
:"tentcri HukkTL hi H2k Asas; t"K riirL~G 

Menteri Kehutanan 
Menteri Pertanian 
Menteri Keuangan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (koordinator) 
Menteri Pertanian 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Komunikasi dan Informatika 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (koordinator) 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 

3. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan HKI secara 
konsisten 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (koordinator) 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Perdagangan 
Menteri Perindustrian 
Menteri Pertanian 

4. Memantapkan ... 
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4. Memantapkan landasan interaksi bisnis antara perusahaan 
dengan insan kreatif berupa kontrak bisnis standar yang 
menghargai HKI 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Menteri Perindustrian 
Menteri Komunikasi clan Inforrnatika 
Menteri Pertanian 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

1 5. Memberikan layanan engabdian masyarakat berupa edukasi I Menteri Hukum dan Hak Asmi ManusL (knodhgfnr) I 
1 dan layanan informasi HKI I Menteri Pendidikan Nasional I 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 

B. Peningkatan apresiasi 
terhadap budaya bangsa 
dan kearifan lokal 

2. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan 
yang membawa bangsa Indonesia mencintai, menghargai dan 
bangga sebagai bangsa Indonesia 

I. Mensosialisasikan pentingnya penghargaan atas 
keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia yang 
merupakan surnber inspirasi bagi Pengembangan Ekonomi 
Kreatif 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (koordinator) 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Pertanian 
Gubernur, Bupati/Walikota 

3. Mengkampanyekan penggunaan produk kreatif dalarn negeri Menteri Perdagangan (koordinator) 
sebagai upaya penciptaan pasar bagi produk kreatif di dalam Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
negeri Menteri Perindustrian 

Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Gubernur, Bupati/Walikota 

4. Mendorong ... 
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dalam dan luar negeri Menteri Perdagangan 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

Menteri Pertanian 

dan membawa ciri khas Indonesia ke dunia internasional Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Perindustrian 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Luar Negeri 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

D. Penciptaan ... 
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D. Penciptaan masyarakat 
kreatif yang saling 
menghargai dan saling 
bertukar pengetahuan 
demi kuatnya industri 
nasional di bidang 
ekonomi kreatif 

I .  Memfasilitasi dan mendorong terciptanya komunitas insan 
kreatif di dalam dan di luar negeri 

2. Mendorong dan mengikutsertakan ikatan profesi dan asosiasi 
industri dalam pengembangan industri di bidang ekonomi kreatif 

Menteri Perdagangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Gubernur, Bupati/Walikota 

Menteri Perindustrian (koordinator) 
Menteri Perdagangan 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

4. Menciptakan ... 

3. Memberdayakan masyarakat unhtk dapat berparhsipasi aktif 
dalam komunitas kreatif baik secara formal maupun non formal 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (koorchator) 
-Menteri Pelilndustrian 
Menteri Dalam Negeri 
Menteri Perdagangan 
Menteri Komunikasi dan Informatika 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
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4. Menciptakan mang publik terbuka untuk asimilasi nilai-nilai 
clan pertukaran pengetahuan antar pernangku kepentingan 
industri di bidang ekonorni kreatif 

PENANGGUNG JAWAB 

Menteri Dalam Negeri (koordinator) 
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Menteri Pekerjaan Umum 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Komunikasi dan Inforrnatika 
Menteri Pertanian 
,-.--I n c /1x7-1:1--~- 
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VI. Tercapainya 
tingkat 
kepercayaan 
yang tinggi oleh 
lembaga 
pembiayaan 
terhadap industri 
di bidang 
ekonorni kreatif 
sebagai industri 
yang menarik 

A. Penciptaan skema dan 
lembaga pembiayaan 
yang mendukung 
tumbuhkembangnya 
industri di bidang 
ekonomi kreatif 

I. Mendorong dan mernfasilitasi terciptanya skema pembiayaan 
yang sesuai bagi industri di bidang ekonomi kreatif 

2. Mengembangkan lernbaga pembiayaan di sentra-sentra industri 
di bidang ekonomi kreatif 

Menteri Keuangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Menteri Keuangan (koordinator) 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Gubernur, Bupati/ Walikota 



3. Memberikan prioritas bantuan dan fasilitasi pembiayaan industri 
di bidang ekonorni kreatif yang sudah layak/rnandiri tetapi 

I belum bmkabIe dengan skema pembiayaan yang sesuai 

SASARAN 

1 Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(koordinator) 
Menteri Keuangan 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Pertanian 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Gubernur, Bupati/Walikota 

B. Penguatan hubungan 
antara pelaku bisnis, 
pemerintah, dan 
cendekiawan dengan 
lembaga keuangan 

ARAH 

I. Memfasilitasi interaksi pelaku industri di bidang ekonomi 
kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan 
skema pembiayaan yang efektif 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(koordinator) 
Menteri Keuangan 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagsingan 
Menteri Pendidikan Nasional 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Gubernur, Bupati/Walikota 

STRATEGI 

2. Memfasilitasi ... 

PENANGGUNG JAWA3 
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PRESIDEN REPUBLIK NDONESIA, 

ttd. 

DR H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

PENANGGUNG JAWAB 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(koordinator) 
Menteri Keuangan 
Menteri Perindustrian 
Menteri Perdagangan 
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
Gubernur, Bupati/Walikota 

Salinan sesuai dengan aslinya 

STRATEGI 

2. Memfasilitasi pertemuan antar pelaku industri di bidang 
ekonomi kreatif yang membutuhkan biaya dengan lembaga 
pembiayaan 

S AS AR AN ARAH 


